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Pelaksanaan pemberian kredit oleh bank dengan mempergunakan fidusia sebagai 
lembaga jaminan kredit kepada pengusaha guna mengembangkan usahanya, maka tidak 
tertutup kemungkinan akan muncul permasalahan-permasalahan hukum karena objek 
fidusianya tetap berada dalam tangan debitur.  
Persediaan stok barang (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, 
seperti stok bahan, stok barang dagangan dan  barang jadi, maka dalam akta jaminan fidusia 
dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, serta kualitas dari benda tersebut. Terhadap 
objek jaminan fidusia kreditur akan sulit mengetahui benda persediaan tersebut karena akan 
selalu menyusut karena terjadinya perputaran ekonomi secara diperjualbelikan. 
Kepentingan keamanan, terutama sekali guna menjamin pelunasan utang tersebut 
diperlukan alat pengamanan bagi kreditur.  
Tujuan mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perbankan 
dalam pelaksanaan pelaksanaan perjanjian kredit dengan  jaminan fidusia pada jaminan stok 
barang dagangan (inventory), posisi notaris dalam menjamin kedudukan penerima fidusia 
yang dimuat dalam akta fidusia dan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia oleh 
perbankan pada perjanjian kredit dengan jaminan barang dagangan (inventory).  
Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian empiris yakni penelitian 
lapangan.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan penerima terhadap penerima 
fidusia pada jaminan fidusia dengan jaminan stok barang dagangan (inventory) yang 
mengalami musnah serta debitur belum mengganti barang yang setara. Perbankan 
melakukan pendekatan kepada debitur untuk meminta jaminan lainnya. Pengambilan 
keputusan sehingga debitur dianggap wanprestasi sangat dihindari, oleh karena itu bank 
melakukan langkah-langkah pengamatan dini atas kemampuan untuk melaksanakan 
kewajiban pembayaran, misalnya dengan pemberian keringanan cicilan atau angsuran 
maupun penurunan tingkat suku bunga bank. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas 
dari pihak debitur maupun kreditur. Perbankan akan melakukan upaya hukum melalui 
pengadilan. Hal tersebut dapat dilakukan karena memiliki sertifikat jaminan fidusia 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan pembuatan akta notaris harus mematuhi 
aturan standar akta yang harus di tuangkan dalam akta, dalam hal ini notaris harus memilah 
hal apa saja yang harus dituangkan agar tidak terjadi ketimpangan antara aturan hukum dan 
permintaan perbankan. Notaris harus memperhatikan hal yang  mengenai proporsionalitas 
isi akta antara penerima fidusia dan pemberi fidusia agar mengurangi resiko yang akan di 
terima kedua belah pihak di kemudian hari. Proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia 
oleh perbankan disini notaris bertugas ganda mewajibkan notaris bukan hanya melakukan 
pembuat akta jaminan fidusia, melainkan sebagai pendaftar jaminan fidusia. 
 








Implementation  granting credit by bank using fiduciary as insurance agency credit 
to businesspeople to develop their business, so possibility will appear problems law because 
the object fidusianya remain in the hand of debitor.  Inventory constantly changing and or 
not fixed , as the current supplies of  inventory and goods so, so in the deed fiduciary 
security included the discussion on the type, brand, and the quality of of the package. 
Towards an object fiduciary security a creditor it will be difficult to know objects supplies is 
because will always shrinking due to the occurrence of economic gyrations in traded. 
Security interest , especially once in order to ensure the debt was needed security tools for 
creditors.  
Objective of knowing the and analyze legal protection in banking in the implement 
the agreement credit fiduciary security on  inventory, the notary to ensure the recipients 
fiduciary contained in fiduciary certificate and implementation has fiduciary security by 
banks by credit agreement on inventory. 
The law is using the methodology empirical juridical the field research .  
The result showed that legal protection on recipients fiduciary on bail on  inventory  
had destroyed and debitor not replace goods equivalent. Banks approach the debitor to ask 
other security. The decisions so debitor considered wanprestasi very avoided , hence bank 
exercises early langkah-langkah observation over the ability to perform payment , either 
through reschedule and restructure for example by the concession installment or 
installments and the decline in interest rates bank .This is to maintain credibility of the 
debitor and creditors. Banks would make efforts law through the courts. This can be 
achieved because have a certificate fiduciary security have the power eksekutorial equal to 
decisions which the court has already binding. The implementation of the certificate notary 
must obey rules standard deed have to be in pour in the deed , in this case notary have to 
sort out what are the must be recorded to avoid possible the gap between the rule of law 
and demand banking. Notary have to noticed of of proportionality the contents of certificate 
between recipients fiduciary and as fiduciary to cut risks to be received both sides in the 
future. The process of registering fiduciary guarantee by banking, notary in double job 
obligate notary not only do fiduciary guarantee deed, but as fiduciary guarantee registrant. 
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